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Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
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Amanat Penerapan SPM

Pasal 130 : DAU digunakan =untuk

Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan memenuhi pencapaian standar pelayanan

Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai ®-==% minimal berdasarkan fingkat capaian
¢---» jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang : S |
H . e ja layanan Daerah
: merupakan Urusan Pemerintahan Wajib :
: yang berhak diperoleh setiap warga negara I
! secara minimal. : Pasal 141 : Pemerintfah Daerah
1 : menyusun  program  pembangunan
I Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan . 7 Daerah sesuai dengan prioritas  dan
. ' P uu kebutuhan Daerah yang berorientasi
uu N Daerah memprioritaskan pelaksanaan -—-=) el
E 23 /2014 Urusan  Pemerintahan  Waijib  yang E 1/ 2022 gcdo'ptehmenuhqn _.EebUTUhO” l:ruls(q:
berkaitan dengan Pelayanan Dasar - emérintanan  wajl yang ierkai

dengan pelayanan dasar publik dan
pencapaian sasaran pembangunan

Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan

-_— untuk  mendanai  Urusan Pemerintahan
Waijib yang terkait Pelayanan Dasar yang
ditetapkan dengan standar pelayanan
minimal

Pasal 144 : Belonja untuk pemenuhan

kebutuhan Urusan Pemerintahan waijib yang
== terkait dengan pelayanan dasar  publik

sebagaimana dimaksud dalom Pasal 141 ayat

(1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk
O pencapaian standar pelayanan minimal.
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Regulasi Penerapan SPM

Pasal 16 PP 2/2018: Ketentuan lebih lanjut
mengenai SPM diatur dengan Permendagri

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis

pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan 5_-_-_-_-_-_-":, el
dasar dan strategi penerapannya dengan berkoordinasi dengan KIL
PP 2/2018
. Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi

penerapan SPM mulai dari pengumpulan data,
E penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan
SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan

PMDN 59/2021 mll

Penerapan SPM sesuai dengan

Jenis Pelayanan Mutu Pelayanan Penerima

Dasar Dasar Pelayanan Dasar
. ) . Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

——— -

-
~

Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota

=
emDN 101/2015 T
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KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA

JUMLAH KEJADIAN BENCANA KOMPOSISI BENCANA
DI INDONESIA 7
ERUPSI GN API RE
ceioueme o BgzNANGGULANGAN
ABRASI KEKERINGAN UR CANA ADALAH
usan BERSAMA>

KARHUTLA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : BNPB
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2| Mutu Layanan Dasar

—

=

Penyusunan KRB;

(1) Pelayanan Informasi 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan

Rawan Bencana bencana. Standar jumlah dan kualitas barang

dan/atau jasa

Standar jumlah dan kualitas
Penyusunan RPB; personel/sumber daya manusia
Pembuatan renkon;

Pelatihan pencegahan dan mitigasi;

Gladi kesiapsiagaanterhadap bencana;
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana
prasarana kesiapsiagaanterhadap bencana;
Penyediaan peralatan perlindungan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

1. Responcepat kejadian luar biasa
penyakit/wabah zoonosis prioritas; PENERIMA PELAYANAN

Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi

SPM ) (2) Pelayanan Pencegahan Sandar
Sub Urusan dan Kesiapsiagaan terhadap

Bencana Bencana

s wWwNE

o

(3) Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban 2. Responcepat darurat bencana;

e 3. Aklivasi sistem komando penanganan darural

bencana;
Bencana Daerah Kabupaten/Kota 4. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban yang menjadi korban bencana

O bencana;

Warga Negara yang berada di
kawasan rawan bencana dan

Permendagri No 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan
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Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana

Pelayanan informasi
rawan bencana

Pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana

Pelayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana

INDIKATOR

Jumlah Warga 100%
Negara yang
memperoleh

layanan informasi

rawan bencana

Jumlah Warga 100%
Negara yang
memperoleh
layanan
Pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap
bencana
Jumlah Warga
Negara yang
memperoleh
layanan
penyelamatan
dan evakuasi

kor@bencana
f

100%

PENERIMA LAYANAN DASAR
TARGET BATAS WAKTU

CAPAIAN

Setiap tahun

Setiap tahun

Setiap tahun

{ J www.kemendagri.go.id ‘@ Kemendagri_RI

INDIKATOR

Jumlah barang, jasa dan
sumber daya manusia

Jumlah barang, jasa dan
sumber daya manusia

Jumlah barang, jasa dan
sumber daya manusia

‘ Kemendagri

MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR

TARGET
100% (sesuvai dengan jumlah  Setiap
Warga Negara yang tahun
memperoleh layanan informasi
rawan bencana yang akan
dipenuhi)
100% (sesuai dengan jumlah  Setiap
Warga Negara yang tahun
memperoleh layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana yang akan dipenuhi)
100% (sesuai dengan jumlah  Setiap
Warga Negara yang tahun

memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana yang akan
dipenuhi)

‘ @ Kemendagri

BATAS
WAKTU
CAPAIAN

KETERANGAN

Indikator mutu
minimal layanan
dasar berupa barang,
jasa dan sumber
daya manusia sesuai
dengan yang
ditetapkan Standar
Teknis Mutu
Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
di provinsi dan
kabupaten/kota



Tahapan Peneran SPM Sub Urusan Bencana

Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan

g
01 [E/ PENGUMPULAN DATA 7 02 Pﬂayanan Dasar
L . 4 e it
Kebutuhan Data PD menghllung selisih D ":'é"'fl"'ﬁ':;"ﬂ Wargafang v
1. Jumlah dan identitas Warga 1. Nama ketersediaan B/J dan . Digunakan untuk tidak mampu : I
Negara yang berhak menerima 2 Alamat 1. Data Warga Negara Sarpras Ketersediaan T + Miskin atau tidak mampu
2. Jumlah barang dan/atau jasa yg 3. NIK 2. Data Kerawanan Bencana diperoleh dari : ’ y h + tidak dapat diakse$ atau
sudah tersedia dan yg I 4. No KK 3. Data Kejadian Bencana B BUMN/BUMD, ebutuhan dijangkau sendiri; .
dibutuhkan 5. Jenis Kelamin 4. Data Sarpras lembaga non EE:EWMHD Pl
3. Jumlah sarana, prasarana, daq 6. Kecamatan pemerintah elayanan Liasar + Kondisi yang tidak
sumber daya lainnya yg tersedia 7. Kabupaten mas araka{ dan berpedoman memungkinkan untuk
dan yg masih dibutuhkan Jumlah Warga Negara Pgm:ila " pada Standar dapat dipenuhi sendir
Pengumpulan data bidang Pengumpulan data sesuai dengan Hasil penerima dan Mutu Biaya
pendidikan, kesehatan, Standar Teknis SPM ditujukan untuk pengumpulan Pelayanan Dasar sesuai
trantibumlinmas dan sosial pencapaian 100% (seratus persen) data Standar Teknis SPM
juga dilakukan terhadap jumlah dari Target dan Indikator Kinerja diintegrasikan
dan kualitas SDM yang tersedia. pencapaian SPM setiap tahun dengan SIPD 04 == fall Pelaksanaan PEITIEFI LIhEI'I PElE.'}’EI'IEI'I
= A

03 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN

PELAYANAN DASAR

‘\9 RPIMD Jenis dan Mutu SPM Proses Penganggaran

Jenis, Mutu, dan Penerima  Integrasi ke Dokrenda  Integrasi ke dalam OPD melaksanakan Program 5PM Jenis Belanja SPM
Renstra-PD  Pelgyanan Dasar anggaran
1. Penerima 1. Permendagri86/2017 1 permendagri 70/2019 Kegiatan SPM Objek Belanja SPM
W Deeo 2 Ketersediaan 2. Permendagri 70/2019 5 permendagri 90/2019
barang/jasa 3. Permendagri 90/2019 3 permendagri 27/2021 ' inci '
3. Pemenuhan 4. Kepmendagri 9 Sub-Kegiatan SPM Rmuap Objek
Renja-PD kebutuhan dasar 050/5889/2021 B'E".EII'I!H SP"I"
4. Pelaksanaan 5. Permendagri 17/2021 Indikator
APED pemenuhan Sub Rincian Objek
Pelayanan Dasar Target Capaian Belanja SPM

1) PP 2/2018
2) Permendagri 59/2021
3) Permen Standar Teknis



Tahapan Penerapan SPM

SPM Sub Urusan Bencana

Sesuai Lampiran B Pada Permendagri 59 Tahun 2021

= 1 ®
h Pengumpulan Data 5.1 Penyusunan Rencana Pemenuhan

< 5.A.1. Daftar Warga Negara yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana. Pelayanan Dasar
5.A.2. Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara
5.A.3. Rekapitulasi Kelompok Warga Negara Berdasarkan Kelompok Kerawanan Desa.
5.A.4. Rekapitulasi Aparat dan Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana.
5.A.5. Daftar Petugas Operasi Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Lokasi
Penugasan.
5.A.6. Rekapitulasi Warga Negara Wajib Latih.
5.A.7. Daftar Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana.
5.A.8. Daftar Ketersediaan Stok Logistik Pengungsian
5.A.9. Daftar Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana. (diisi dan diperbarui setiap

5.C.1 Rencana Pemenuhan Dan Kerangka Pendanaan Untuk Pelayanan Informasi
Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5.C.2 Rencana Proyeksi Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan Dan
Evakuasi Korban Bencana

kejadian bencana)

5.A.10. Daftar status korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana) v Pelaksanaan Pemenuhan Pe|ayanan Dasar 4 |
5.A.11. Daftar Petugas Aktif Pada Operasi Tanggap Darurat Bencana. (diisi dan ‘
diperbarui setiap kejadian bencana) v

5.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

5.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi
Korban Bencana (Diisi Dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

5.A.12. Daftar Kejadian Bencana. (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

ey

5

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Capaian Target SPM Pendidikan (Rekapan) 5

Pelayanan Dasar

5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban
| Bencana (Diisi Dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

“’ ) Www.kemendagri.go.id‘ @ Kemendagri_RI ‘ Kemendagri ‘ @ Kemendagri

5.E.1 Penentuan Bobot Tertimbang (Bt) Pada Spm Sub-urusan Bencana

5.E.2 Rekapitulasi Kinerja Tahunan Spm Suburusan Bencana
m' 7

5.E.3 Rekapitulasi Capaian Tahunan Spm Sub Urusan Bencana

=
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Ditjen Bina Pembangunan Daerah
A Kementerian Dalam Negeri

aidah Alur Penerapan SPM
: —o — @

(Layanan Pokok) merupakan layanan sebagai
prasyarat dasar dalam pemenuhan mutu layanan

lainnya @\

(Layanan Langsung) merupakan layanan yang
dapat dirasakan langsung oleh warga negara.

Layanan Informasi
Rawan Bencana

LAYANAN POKOK . LAYANAN LANGSUNG ——
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STRATEGI PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PB DI DAERAH
MELALUI SPM SUB URUSAN BENCANA

KEWAJIBAN PEMDA DALAM
PELAKSANAAN SPM

Mengintegrasikan SPM dalam
Q) Perencanaan Baik Perencanaan
Lima Tahunan Maupun Tahunan

Menyusun Pembiayaan
Melalui Perencanaan o
Anggaran dalam APBD

Melaksanakan SPM Sesuai
Standar yang Telah

Ditetapkan Pemerintah O
Pusat

o Melakukan Koordinasi
dengan Pemerintah Pusat

Melaporkan Capaian SPM

dalam Laporan
Penyelenggaraan O ’

Pemerintahap.Daerah
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S

CETAK BIRU PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA

O
KRJIRN DAN PENDRTRAN DUKUNGAN PENGELOLAAN
TARGET PERIODIK RERLISASI
RISIKO / \
\
PERENCANARN & i \EVIlUﬂSI KINERJA
"PENGANGGRRAN T T |\ Y, V2
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SHEMHA MODEL PENERHPHN SPM SUB-URUSHN BENCHNH
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KAB/KOTA

MENGAPA PERLU RUANG

KEARIFAN Q
LOKAL

TREN O
TEKNOLOGI

TREN SOSIO- O
EKONOMI

INOVASI DAN PENYELARASAN?

KOMPLEKSITAS PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

POTENSI KOLABORASI NON PEMERINTAH PERLU
DIBERIKAN RUANG INOVASI

POTENSI BELUM TERAKOMODIRNYA INOVASI DAN
KEGIATAN DAERAH DI DALAM NOMENKLATUR SUB-
URUSAN BENCANA



MUTU LAYANAN DAN RUANG INOVASI PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

RUANG INOVASI PENCAPAIAN SPM

JANAN

-~
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- +

A
== g NOVASL
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S
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T -
Y
» '__c-——‘_..
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MUTU LAYANAN SEBAGAI FOKUS TARGET



S

BAGAIMANA MELAKUKAN PENYELARASAN INOVASI DAERAI—E

Fokuslah pada
pemenuhan Mutu Menghitung inovasi penyelarasan Sub
Layanan. Selaraskan inovasi sebagai capaian SPM Kegiatannya

SUTABLE
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PENYUSUNAN STRATEGI PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

Kuadran Pola Pénerapan

i 1
i 1
. [" SPM Sub-Urusan Bencana :

i 1

: ] 1
; e | : RegulasiNas Komitmen  Komitmen |
: e 7 | ;o : &Internas  Pemerintah  Kepala Daerah : .
i = | I I ]
: A- /q ' < Mandat ; ! swoT
i 1 1 7, g
1 I 1

oo Rk MEEE W BRI " T W
" u i masalah a S Pejabat \
A d t : Kontribusi | 5 ™ A= p ! /

b 1 ( I — > M q < 2 e ! MosT
i [ Stakeholders | 2 (€ | £ | Stakehold
i ‘ : ( E B Sl A | — 1 / PENERAPAN
1 1 1 niras ur el e s Tren Masy 1
L L 1 : ! : Ekonoml " = danBudaya | SPM

i | mm i / L /
' | J ~ Inovasi . ! g
- ! L ' PESTLE
: ' % : Kearifan Tren Tren Soslo : / /
! | ! lokal Teknologi  -Ekonomi !
: lebHJ EE'—E»J, : :
: RUIOEN AMTSHTE : :
1 - I |
1 ] 1
I I 1
1 1 |
1 ] 1
1 1 1
l 1 1
1 ] 1
I I 1

POLA ANALISA LINGKUNGAN STRATEGI

o SSSSSS—

CETAK BIRU

- B
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Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri

KENDALA DALAM PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

KETERBATASAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI OLEH DAERAH:
01 » - ANGGARAN
- sDM
DAERAH BELUM MEMILIKI DOKUMEN TEKNIS KEBENCANAAN 02
(KRB, RPB, RENKON)

TAHAPAN SPM BELUM SEPENUHNYA DILAKUKAN OLEH PEMDA
03 TERUTAMA PADA TAHAP PENDATAAN

KEPALA DAERAH BELUM MENJADIKAN PENANGGULANGAN BENCAN < O 4
SEBAGAI PRIORITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

MEMBUTUHKAN WAKTU UNTUK MEMAHAMI PROSES BISNIS
OOS L TERMASUK SOSTIALISASI DALAM PENERAPAN SPM
{ J www.kemendagri.go.id ‘@ Kemendagri_RI ‘ Kemendagri ‘ @ Kemendagri




STRATEGI PENINGKATAN
PENERAPAN SPM

PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA ANGGARAN KE DLM DOKRENDA.

BENTUK TIM PENERAPAN SPM

PENGUATAN TIM PENERAPAN SPM

MEMPEDOMANI PERMENDAGRI 90/2019 DAN KEPMENDAGRI
050-5889/2021

MENYUSUN RENAKSI
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